
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.360, 2012 KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kedudukan. 
Tugas. Wakil Menteri. Pertahanan. 

 
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN  2012  
TENTANG 

KEDUDUKAN DAN TUGAS  
WAKIL MENTERI PERTAHANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Wakil 
Menteri Pertahanan tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara, sehingga perlu diganti; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Menteri Pertahanan tentang Kedudukan dan  Tugas 
Wakil Menteri Pertahanan;  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
Kementerian Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 

KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL MENTERI PERTAHANAN. 
Pasal  1 

(1) Wakil Menteri Pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Pertahanan. 

(2) Wakil Menteri Pertahanan merupakan pejabat karier dan bukan 
merupakan anggota kabinet.  

Pasal  2 

Tugas Wakil Menteri Pertahanan yaitu: 

a. membantu   Menteri   Pertahanan   dalam   perumusan   dan/atau  
pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertahanan; dan  

b. membantu Menteri Pertahanan dalam mengkoordinasikan 
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di 
lingkungan Kementerian Pertahanan.  

Pasal  3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil 
Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:  
a. membantu Menteri Pertahanan dalam proses pengambilan keputusan 

Kementerian Pertahanan; 
b. membantu Menteri Pertahanan dalam melaksanakan program kerja 

dan kontrak kinerja; 

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri 
Pertahanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian Pertahanan;  
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